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Menimbang ¢ a. bahwa sumber daya energi merupakesn kekayaen slam
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang
Daser Negara Republik Indoriesin Tahun 1945 dikuasal
negara <dan  diperpunakan untuk  sebesar-besarnye
kemakmuran rakyal;

b. bahwe peranan energi sangat penting ertinym  bagl
peningkatan kepintan ckonemi den ketahanan nasional,
schingga pengelolaan energi yang meliputi penyedisan,
pemanfaaten, dan pengusahsannye harus diteksanalkan
secara herkeadilan, berkelanjutan, raglonal, optmal, dan

terpadu;

¢. bahwa cadangan sumber daeyda energl tak terberukan
terbatas, make perlu adanys kegiatan penganckaragaman
' sumber days energl agar ketersediaan energi terfamin;

d. bahwa berdasarken pertimbangan sebepaimana dimalksud
dalam huraf &, huraf b dan huruf ¢ perlu membentuk
Undang-Undang tentang Energl;

Mengingat | Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Dengan Perastujuan Bersama

DEWAN PERWAXILAN RAKYAT REPFUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPFUDLIK [NDONESIA

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Energi adalah kemampuan untuk melakulan kerja yang
dapat berupa panas cahaya, mekaniks, kimia, dan
elektromagnetika

‘Sumber ensrgi adalah sesuatu yeng dapet menghaeilkan

energl, baik sccara lengsung maupun melalui prosea
konversi atau transformasi.

Sumber daya energi adaleh suxiber daya alam yang dapat
dimanfaatkan, baik sebagai sumber energl maupun sebagai
Energh

Sumber encrgi baru edelah sumber energi yang dapat
dihasilken olsh teknologi baru baik yang berasal dani
sumber energi terbaruken meupun sumber energl tak
terbarukan, antara lain nulklir, hidrogen, gas metana batu
bare jcoal bed methane), batu bara tercairkan fHiguified
coal), dan batu bera tergaskan (gasified coal)

Energi baru adalah energl yang bsrasal darl sumber energi
baru.

Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang
dihasilkan dari sumber deys energl yang berkslanjutan
Jlka dikelola dengen baik, antare lein panas bumi,
angin, bicenergl, slnar matahari, aliran dan terjunan air,
serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut,

7. Energl - - .
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Energi terbarukan adaleh energl yang berasal dari sumber
energl terbarukan,

Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energ yang
dihaailksn dari sumber deya energi yang akan habis jika
dickaploitasl sécara terus-menerus, auntara lain minyak
buzni, gas bumi, batu bara, gambul, dan serpih bitumen.

Enerpl tak terberukan adalah etergi yang berasal dari
sumber energl tak terbarukan.

Lingkungen hidup adaleh kesatuan ruang dengan semua
benda, dava, keadaan, dan makhluk hidup, fermasuk
manusia dan  perilakunya, yang mempengarub
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup mdslah rangksian
upaye wntuk memelihara kelangsungan days dukung dan
daya tampung lingkungen hidup.

Badan usaha adalah perusshsan berbentuk badsn hukum
yang menjalankan jeniz usahe bersifat tetap, temis-
menerus, dan didiriken sesusi dengan peraturan
perundeang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yeang didinkan
dan berbadesy hukum di luar wilzyah Negare Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan
berkedudukan di wilaygh Negara Kesatuan Republik
Indonesie dan wajib mematuhi peraturan perundang-
undengen Republik Indonesin

Cadangan penyangga energl adalah jumiah leetersedisan
sumber enerpi dan energl yang disimpan secara nasional
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi
nasional pada kurun waktu tertentu,

Penyediaan energl adalah kegiaten atau  proses
menyediakan energl, baik dari dalam negeri maupun dari
luar negeri.

Pemanfaatarn energi adalahi kegiatan menggunakan energi,
baik Jangsung maupun tidak langsung, dari sumbser energt.
Pengelolaan energl adalsh penyelenggarsan kegiatan
penyvediaan, pengusahasn, dan pemanfaatan energl serta
penyediasn cadengan strategis dan konservasi sumber
daya energi. i

15. Pengusahaan . . .
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Perigusahasn energi adalah kegistan menyelenggarakan
usaha penyediaan dan/atau pemenfaatan energi.
Pengusahaan jasa encrgi adalah kegiatan
menyelenggaralan usaha jasa yang secera langsung atau
Hdak langsung berksitan dengan penyediean danfatau
pemarifaatan energi.

Cadangan energi adalah sumber daya ernergl yang sudah
diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya.

Diversifikagi energh adalah penganckaragaman
pemanieatan sumber energi.

Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa
deparn.
Konservasi energi adalah upeys sistematis, terencana, dan

terpadu gune melestarikan sumber daya energl dalam
negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfastannya.

Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber
deya energl yang menjamin pemenfastannys dan
peraedisaannya  dengan tetap memelihara dan
meningkatikan kualitas nilai den keanekaragamannya.

l{cba'jakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan
ENergi YRILE berdasarkan prinsip  berkeadilan,
bﬂrka]an]utan dan herwawesan lingkungan guna
terciptanya kemangdivian dan betahanan energl nasioneal.

Dewsn Energi Nasional adelah suatu lembaga bersifat
nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab aras
Lebijakan energi nagional.

Rencena uimunm energi adalah rencena pengelolaan energi
untuk memenuhi ksbutuhen energl di suatu wilayah,
antarwilaval, atay nasionat,

Pemerintsh Pusat, selanjuinya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik [ndonesia yang memegang kekuasaan
pemerintehan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negama Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah daemh adalah gubernur, bupati, atau walikota
dan perangkat dasrgh sebagai unsur peryelengeara
pemerintahan desrah.

Menter adalah menteri yang bidang tugasnya UDertenggung
jevmab di bideng energi.

BAH 1I...
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BAB [1
ASAS DAN TULIUAN

FPasal 2

Energi dikelola berdasarken sssas kemenfaatan, rasionalicas,
efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambali, keburlanjutan
kesejahtergan masyarakat, pelestarian {ungsi lingkungan
hidup, ketabhanan npasional, dan keterpaduan  dengan
mengutamakan kemampuan naamnal.

Pasal 3

Delam rangke mendukung pembangunan nasional secara

berikelanjutan dan meningkatkan ketahansn energi nasional,

tujuen pengelolaan energi adalah:

g. tercapainya kemandirian pengelolaan energ;

b. terjaminnya lketersediaan energl dalam negerl, baik dari
sumber di dalam negeri maupun di luar negen;

c. tersedianys sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar
‘negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b untulk:

1. pemenuhan kebutuhen energl delam negeri,

2. pemenuhan kebutuhen behan baku industr dalam
negerl; dan

3. peningkatan devisa negara;

d. terjaminnya pengelelaan sumber daya energi secara
optimal, terpadu, den berkelanjutan;

8., termanfaatkannyva energi secara efisien di semua sektor,
tercapainya peningkatan eakses masyarakat yang tidak
mampu den/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap
energl untuk mewujudkan keasjahtersan dan kemalmuran
rakyat secara adil dan merate dengan cara:

1. menyediakan baniuan umiuk meninglkatikan
ketersedizan energi kepade masyarakst tidak mampu;

2, membengun infrastruktur shergi untuk daerah belum
berkembang sehingga dapat mengurang disparitas
Entardeeral;

g. tercapainya . . .
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tercapainya pengembangan kemampuan industi energi
jasa energi dalam negeri agar mandiri dan

meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

terciptanya lapangan kerja; dan )

terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup,

BAB I
PENGATURAN ENERGI

Begian Kesatu
Sumber Daya Energi

Paszl 4

Sumber daya energi fogil, panas bhumi, hidro skala besar,
dan sumber energi nuklic dikuasai oleh negem dan
dimsnfeatican untuk acbesar-begar kemakmuran reky&t.
Sumber daya energi bamu dan sumber daya energ
terbaruken distur oleh negara dan dimanfaatlkan untuk
sebeser-besar kemalmuran rakyat.

Penguasaan den pengaturan sumber daya enerpl oleh
negara, sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2]
diselengparalean oleh Pemerintah sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Cadangan Penyangga Energl

Pasal 5

Untuk meatijamin ketahanan ensrgi nasional, Pemerintah
wajib menyediakan cadangan penyangge energi,

Ketentusn mengendi jenis, jumiah, waktu, dan lokasi

cadangan penyangga energi, sebagsimana dimaksud pada
eyat (1) diatur lebih lanjut cleh Dewan Energl Nasional,

Bagian . . .
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Hagian Ketign
Keadaan Krisis dan Denurat Encrgl

Fasal 6

Krisis energi merupakan kondisl leekurangan energl,

Darurat encrgi merupekan kondisi terganggunya pasokan
energl akibat terputusnya sarana dan prasarana energl
Delam hal krisis energl dan darurat energl, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayst (2] mengakibathan
terganggunya fungsi pemerintaban, lehidupan sosial
masyarakat, dan/atay kegiatan perekonomian, Pemerintah
wajib melaksanakan tindskan penanggrlengan yang
diperiukan.

Bagian Keempat
Harga Energi

Pasaal 7

-HEIEEI. energi ditetapkan berdasarkan nilal keekonomian

berkeadilan.

Pernerintah dan pemerintah deerah menyediakan dane
subsidf untuk kelompok masgyarakat tidak mamp.

¥etentuan leblh lanjut mengenal harpa energi dan daoe
subsidi, sebagaimana dimakeud pads ayat (1) dan ayat (2]
diatur dengan ketentuan peratursn perundang-undangan.

Bagian Kelima
Linglungan den Kesclamatan
Pazal &
Setiap legiatan pengslolaan energi wajih mengutamakan
penggunaan  teknologi yang ramzh lingkungan dan

memenuhi ketentuan yang disyeratkan delam peraturan
perundang-undangsn di bidang lingltungan hidup,

[2) Setiap . . -
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Setiap kegiatan pengelolaan energl wajib memenuln
ketentuan yang disyvaratkan dalsm peratursn penindang-
undangen i bidang Lkeselamatan yang meliputi
standardisasi, pengamanan dan Keselamatan nstelasi,
serta kepelamatan dan keeshatan kerfa.

Bagian Keensm
Tingkat Kandungan Dalam Negs:l

Pesal 2

Tingkat kandungan delam neger, baik barang maupun
jusg, wajib dimaksimalkan dalam pengusahasn energ.

Pernerintah wajlb mendorong kemampuan penyediaan
harang dan jasa dalam negeri guna menunjeng mdustri
energl yang mandiri, efizien, dan kompetiiif.

Bagian Ketujuh
Kerje Sama Internasioned

Pasal 10

Kerje sams internasional i bidang energl hanya dapat
dilakuken untulk:

a8. menjamin ketahanan enstgl nasional;

b, menjamin ketersediaan energt dalam neger; dan

¢, meningkatkan perelonomian nagicnal,

Kerja sama internasional, sebagaimare dimealesud pads
ayet (1) dilaksanaken sesuai dengan ketentuan peratyran
perundang-undengan,

Dalam hal Pemerinteh membuat petjanjian intermasional
dalam hidang energi yang menimbulken akibat yang luas
dan mendesar bagl kehidupan rakyat yang terleait dengan
beban keuangsn negara  danfatau  mengharuskan

perubahen atau pembentulkan undang-undang, hars
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB [V ...
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BAB IV

KEBLJIAKAN ENERGI DAN DEWAN ENERGI NASIONAL

(1}

(2l

(3]
(4]

Bagian Kesatu
Kebijelkan Ensrgi Nasional

Pagal 11

Kebijakan energi narional meliputi, antare lain;

. keterssdisan energi untuk kebutuhan nasional)

. prioritas pengembangan energl;

pemanfaatan sumber deya energl nasional; dan

. cadangan penyangga energl nesioneal.

Kebijakan energi nasionsl sebageimana dimeksud pada
ayat (1} ditetaplan oleh Pemerintah dengen persetujuan
DPR.

G o

Bagian Kedua
Dewan Enargi Nasicnal

Pasal 12

Presiden membentuk Dewan Energi Nasional.

Dewan Energi Nasional bertugas:

a. merancang dan merumuskan kebijakan energl nasional
untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuen
DPR sebagaimans dimalksud dalam Pasal 11 ayat (Z);

b, meonetapkan rencana umum energi nasional,

c. menetapkan langkab-langkah penanggulangan kondisi
krigia dan darurat energl; serta

d. mengawasi pelaksanaen kebijalkan di bidang energi yang
‘bersifat lintas sslktoral.

Dewan Energl Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota.

Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas:

. Ketua: Presiden.

b, Weldl Ketua: Wakil Presiden,

¢. Ketus Harlan: Menteri yang membidang energl,

(S) Anggata . . .
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Anggota Dewan Ernergi Nasional terdiri atas:

a, tuiuh orang, baik Menteri maupun pgjabat pemerintah
lainnya yang secara langsung bertangsung jawab atas
penyedigan, transportasi, penyaluran, dan pemanfasten
pnergi; dan

b. delapan orang dari pemangku kepentingan.

Pasgal 13

Anggota Dewan Energi Naesional, sebagaimene dimaksud
dalam Pasal 12 ayat [8) huruf s diangksat dan diberhentikan
aleh Presiden.

Anggota Dewan Energi Nasional, sebageimena dimakseud
dalam Pesal 12 ayat‘ (5 huruf b dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Anggota . Dewan Enerpgi Nesional, sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 12 gyat (5) hurnf b terdinal atas:

2 (dua) crang dari kelangan glademisi;

2 (dug) orang dar kalangan industri;

1 (satu) crang darni kalangan tekmologi;

1 (=atu} orang dari kalangan lingkungen hidup; dan

2 (dua) orang darl kalangan konsumen.

Pemerintah mengusulkan calon anggota Dewan Energi
Nasional, sebegeimana dimaksud pade ayat (3] kepada
Dewan Perwakilan Rakyat sebanysk dua kali dari jumlah
getiap kalangan pemangla  kepentingan, sebagaimana
dimakesud pada ayat (3).

Penentuan calon, sebageimeana dimaksud pada ayat (4
dilaloukan melaiui proses penyarihgan yang transparan dan
aituntabel.

Angpota Dewan Energi Nasional, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (3] huruf b diangkat dan
diberhientikan oleh Presiden,

Ketentuan lebih lamjut mengenai tate cerm penyaringan

calon angpota Dewan Energi Nasional, sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} diatur dengan Peraturan Presiden,

IR

Pasal 1% .., ,
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Pesgal 14

Masgs jabatan Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal
darl Menteri dan pejebat Pemerintah lamnya berakhir
getelah tidak menjabat lagl dalam jabatan sehbagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (S) haruf a,

Masa jabatan Anggotz Dewan Epergi Nasional,
schagaimana dimeksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b
adeleh selama 5 {lima) tahun.

Pasal 15

Anggaran biaya Dewan Energi Nasional dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1]

()

(3)

(1}

(2)

Paszal 16

Dalam melaksanakan tugssnys, Dewan Energl Nasional
dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin cleh
georang selretaris jendsral.

Sekretaris jenderal diangkst dan diberhentikan coleh

Presiden.

Susunan organizasl dan tats kerje Bekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional diztur lebih lanjut dengan
Keputusan Ketua Dewan Energi Nazional.

Bagian Ketign
Rencana Umum Energl Nasicnal

b

Peaal 17

Pemerintah menyusun raficangan rencana umum energl
nasional berdasarkan kebjjaken energi nasicnal.

Dularm menyusun rencena umum energi  hasional
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengikutsertakan pemerintah dacrah serta memperhatikan
pendapat dan masukan dari masyarakat,

(@) Ketentuan . | .
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3] Ketentuen lebih lanjut mengensi penyusunsan Tencana
urnum entrgi nasional ditetepkes: dengan Peraturan

Presgiden.
Hagian Keempat
Rencana Umiim Energl Dagrah &
Pazal 18

(1) Pemerintah daerah menyusun rencana umum energl
daerah dengan mengacu pada rencana umumn  energl
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1],

. {2) Rencans umnun ensrpl daergh, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan dacrah.

Bagian Kchima
Hak dan Peran Masyarakat

Pagal 19

{1} -Setiap orang berhak mempercleh energi,

{2} Masyaraket, baik secara perscorangan maupun kslompols,
dapeat berperan dalam:
A, PENyusUNAn Tencans wmim  energl nasional dan
rencana umum enecgi dasraly; dan

b, pengembangan energi untuk kepentingen umum.

DAB V
PENGELOLAAN ENERGI

Bagian Kssatu
Penyedizan dan Pemanfaatan

Pasal 20

{1) Penyediaan energi dilalulkan melalui:
& inventarisasi sumber daya energi;
b. peningkatan cadangan energi;

C. penylsunan . . .
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C. PeNYUSUNAnN Neraca enargi;

d. diversifikasi, konservasi, dan intensifilasi sumber energ
dan energi; dan '

#. pehjaminsn  kelancaran penyaluren, transmisi, dan
penyimpanan sumber energl dan energl.

Penyediaan anergi oleh Pemerintah den/ataw pemerintah
dasrah diutamakan di daersh vang belum berkembang,
dacrah terpencil, den daerah perdesasn  dengan
menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber
energl terbarukan.

Daerah penghasil sumber energi mendapat prieritas untuk
memperoleh energi dard sumber energi setempat.
Fenvedisan energi baru dan energi terbarukan wajib
ditmgkatkan olsh Pemerintah dan pemenntzh daerah
sesudl dengan kewenangannys,

Penyediaan energl dari sumber energi baru dan sumber
energi terbarukan yang dilekukan cleh bedan usaha,
bentulk usaha tetdp, dan perscorgngen depat memperoleh
kemudahan dan/fatau insentif dari Pemerintah dan/atau
pemerintzh daerah sesuzi dengan kewenangannya untuk
jengs  waktu  tertentm  hingga | tercapa: nilai

keekonomisnnya,

Pasal 21

Pemanfaatan energi  dilakuken  berdesarken  asas

schagaimana dimakaud dalarm Pasal 2 dengan:

a. mengoptirmalkan seluruh potensi swober daya energi;

b. mempertimbengksn aspek telmologi, sosial, ekunomi,
konaervasi, dan lingkungan; dan

¢. memprioritagkan pemenuban kebutuhan masyarakar
dan peninglstan kegiatan ekonomi 4di daerah penghasil
sumber energi.

Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan waib
ditingkstkan cleh Pemerintah dan pemerintsh daerah,

Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber
energi terbarukean yang dilakukan oleh badan usahea,
bentuk usaha tetap, dan persecrangsn dapat memperoleh
kemudahan danfatau insentif darl Pemerintah dan/atau
pemerintah dacrah sesusl dengen kewenangannya untuk
jengka  waktu  tertentu - hingga  tercapei nilal
keekonomiannya.

Pasai 22 ., , .
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Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengensi pemberan kemudahan
dan/atau insentif oleh Pemerinteh dan/etau pemerintah
daerah =esual kewenangannya, sebagsimana dimeksud
dalam Pasal 20 ayai (5) den Pasal 21 ayat (3] diatur dengan
Peraturan Pemerintah denfatau Peraturan Daerah,

Ketentuan lebih lanjut mengenai penysdiaan dan
pemanizatan energi oleh Pemerintah dan/stau pemerintah
daerah zesual  dengan  kewenangannya sebageimang
dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan
Peratirran Pemerintah danfatau Peraturan Daerah,

Bagian Kadua
Pengusahaan

Pasgal 23

Pengusahaan cnergi meliputi pengusahaan sumber daya
energi, sumber energl, dan energi.

Pengusahaan energl dapat dilaluken ¢leh baden usaha,
bentuk usaha tetap, dan perssorangarn.

Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan sleh badan
usaha dan perseorangan,

Pengusahean jasa energl, sebagaimena dimaksud pada ayat
(4] mengikuti ketentuan klaaiﬁka_.aijasa BNETEL.

Klasifikasi jasn energi ditetaplken antera lain untuk
melindungl dan memberikan kesempaten pertama dalam
penggunaan jasa energl dalam negeri.

Ketentumn leblh lanjut mengenai klasifilkssi jasa energi
diatur dengan Peraturan Pemerinteh.

Penguschann epergi dan  jasa energl, scbagaimana
dimaltsud pada ayat (1), ayat (2), dan ayai (3) dilakukan
seauai dengan ketentuen peraturan perundang-undangan.

Fazal 24 _ _
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Pasal 24

Badan usaha yeng melakukan kegiatan ussha energ,
gebagaimana dimaksud delam Pasal 23 berkewajiban,
antara lain: ’

a, memberdayakan masyarakeat setemp-at;_
b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian Ingkungan

c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan
energi; dan

d. memiasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energl,

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewsjiban pengusahean
energi sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturen Pemerintah.

Bagi :

Konservasi Energl
Pa=al 25

Konservaai energi nasional menjadi tenggung jawab
Pemerintah, pemenntah deergh, pengusaha, dan

masgyarakat,
Konservasi energl nasional, sebagaimana dimaksud pada
avet (1), mencakupi seluruh tahap pengelolaan energi.

Penggune ensei dan produsen peralatan hemat energi
yang melakaanakan konservasi energl diberi kemudahan
dan/atau insentif cleh Pemerintah dan/atau pemerintab
daerah,

Pengguna sumber energi dan pengguna cnergl yang tidak
melnksanakan konservasi energl diberi disinsentf oleh
Pemerintal den/atau pemerintah deerah.

Kstentuan lehih lanjut menpenai pelsksansan konservasl
energl asria pemberian  kemudahan, insentif, den
dizinsentif, scbagaimana dimaksud pade ayat (1), avat (2],
avat (3), dan ayat {4] distur dengan Peraturan Pemerintah
dan/atau Peraturan Deerah.
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BAR V]
EEWENANGAN PEMERINTAH DAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

{1] Kewenangen Pemerintah di bidang energi, antars lain:
a. pembustan persturan perundang-undangan;
b penetapan kebijaleen nasional;
¢. penstapan dan pemberlaloian standar; dan
d, penetapan prosedur,
{3) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang eneérgi, antara
l.BiIl'

a. pembuatan pereturan deerah provinsi;

b, pembinasn dan pengawasan pengusehaan di lintas
kabupaten /lota: dan

¢ penstapan  kebijakan  pengelolasn di [intas
kabupaten/kota, '

(2) Kewenangan pemerinish kabupaten/kota di bidang energi,
entara lain:

&. pembuatan peraturan daerah kabupsaten/loota;

b. pembinaan dan pengawssan  pengusahasn di
knbupaten/kota; dan

o. penctapan kebijakan pengelolaan di kabupaten /kota.

(4) Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,
aebagaimana dimaksud pada &ayat (2) dan ayat (3)
dileksanakan sesuai dengan  ketentilan  peraturan
perundang-undangan.

BAB ¥1I
PEMBINAAN DAN FENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 27
Pambinaan k;:giatan pengelolaan sumber daye energi, sumber

energi, dan energ dilakukan oleh Pcmﬂ‘intah dan pemerintah
daerah.

Bagian ¥edua . .
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Bagian Kedua
Pengawasan

Pasgal 2B

Pengawasan keginian pengelolian sumber daya energi, sumber
energi dan emergi dilakukan olsh Pemetinieh, pemerintsh
dasrah, dan masvarakat,

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAD VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 29

Penclitian dan pengembengan ilmu pengetahuan dan
teknologl penyedipan dan pemanfaatan energi  wajib
difasilitasi oleh Pemerintah den pemerintih daerah sesuar
denpgan kewenangrnnye.

Penelitian dan penpembangsn, sebagaimena dimaksud
pada ayat (1), disrahkan terutemea untuk pengembangan
energl beru den energl terbarukan untuk menunjang
pengembangar industri energi nasional yang mendiri,

Pagsal 30

Pendanaan kegiatan penslitian den  pengembangan

. gebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 difesilitasi oleh

Pemerintah dan pemerintah  deerah sesual dengan
kewsanangannys.

Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan tekmologi energi, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) amtara lain bersumber dari Anggaran
Perdapaten dan Belanju Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dean dana dari swasta.

Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang
energl baru dan energi terbarukan dibiayel den
pendapaten negera yang bermsal dari  energi teke
terbarnilean.,

(4] Ketentuan . . .
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[4) Ketenfuan mengensl pendgnaan, sebagaimens dimmaksud
pads ayat (3] diatur lebih lanjut dengen Peraturan

Pemmerintah,
BAR IX ,
KETENTUAN PERALIHAN "
Passl 31

(1) Pada sast Undeng-Undang ini mulal berlaku semus
peraturan perundang-undangan di bidang energl tetap
berlala: sepenjeng tdak bertentangan atau belum digant
berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Badan Koordinesi Energl Naslonal tefap menjalankan tugas
dan fungsinya sampai dengan terbentuk Dewan Energi
Nasicnal.

(3) Sebelum terbentul Dewan Energi Nasional, kebijakan yang
akan dikeluarkan oleh Badan Koordinesi Eneérgi Nasional
disesuaikan dengan Undang-Undang ind.

BAB X
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 32

Dewsn Energi Nesional harus dibentuk dalam wakiu paling
lambat 6 {enam) bulan setelah Undang-Undeng i
divndanghkan,

Pazal 33
Peraturan pelaksansan Undang-Undang ini harus telah
ditetapkan paling lambat 1 [saty) tahun esjak Undang-Undang
ini diundangkan.

Pagal 34
Undang-Undang ini muled berlaku pada tangeal diundangkan.
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Apar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannyz dalam Lembaran
Negara Republik Indoneria.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
wd

DR. H. 5USILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundeangkan di Jakarta
pada tangeal 10 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSLA
REPUBLIK, INDONESIA,

il

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOCR 66

Salinan sesusl dengan welinya

DEPUTI MENTER! SBEERETARIS NEQGARA
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TENTANG
ENERGI

UL

Sumber days energl sebagai kekayaan alam merupsken anugerah
Tuhan Yang Meha Esa kepade rakyat dan bangea Indonesis. Selain itu,
swnber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategie dan
sangat penting begi haejst hidup rakyat banysk terutama dalam
peningkatan ksgiatan ckonomi, kesgmpatan lkeria, dan ketahanan
nasional maka sumber daya energl harus dikuasai negara den
dipergunakan begi sebesar-hesarnys kemalkmuren rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Pzes! 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pengelolean energi yang meliputl penyediaan, pemeanfaatan, den
pengusahaannya harus dilaksanakan sccara berkeadilan, berkelanjutan,
rasional, optimal, dan terpadu guna memberikan nilei tembah bag
perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik [ndonesia.

Penyedinarn, pemanfantan, den pengusahaan energl yvang dilakukan
secare terus menerus guns meningkatken kesejehterasn rakyat datam
pelakeanaannys harus selargs, seramsi, dan seimbang dengan fongsl
lingkungen hidup,

Mengingst ert penting sumber daya energi, Pemenntah periu
menyusun rencena pengelolaan anergl untuk memenuhl kebytuhan energl
nasional yang berdaaarken kebijakan pengelolaan energl jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dibentuk Undang-Undang
tentang Energi sebagai landasen hukum dan pedoman: dalam rangka

pengaturan dan pengelolaan di bideng encrgi.
Adapun materi pekok yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:

a. pengaturan energi yang terdiri dari penguassen dan pengaturan
gsumber daya snergl;

b, cadanpan penysangge energl guna menjamin ketahanan energl nasional;
¢, keadaan krisis den darurat energi serta harga energi;

d. kewenangen . .
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. kéwenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan di

bidang energl;

. kebijakan energi nasionsl, rencanse umum energi nasional, dan

pembentukan dewan energi nasional,

. hal dan peran masysrakat dalam pengelolaan energl;

. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energl;
. penelitign dan pengembangan.

PASAL DEMI PABAL

Pasal 1

Cukup jelas,

Pogal 2

Yang dimakeid dengan asas kemanfeatan adalah asas dalam
pengelolaan energi yang harus memenuhi kebutuhan masysarakat,

Yang dimalsud dengen asas efisiensi berkendilan adalah asas dalam
pengelolaan energl yang harus mencapai pemerataan akses terhadap
energi dengan harga yang ckonomis dar terjangksu,

Yang dimalesud dengan asas peningkatan nilai tambah adalah asas
dalam pengelolaan energi yang harus mencapal mlai skonomi yang
optimal.

Yang dimakend dengan asas keberlanjutan adalsh agas dalam
pengelolaan energl vang harus menjemin penyediaan dan pemenfaatan
energi untuk generasl sckarang dan yang alean datang.

Yang dimaksud dengan asas keassjahteraan masyarakat adalah asas
dalam pengelolaan energi yang harus mencapal  kesgjahteraan
mayarakat yang sebesar-besarnya.

Yang dimaksud dengen asas pelsstarian fungsi lingkungan hidup
adalah asas dalam pengelolean energl yang harus menjamin kualitas
fungsi lingkungan yang lebih baik. :

Yang dimeksud dengan asas lcetahanan nasional adalah gaas dalsm
pengelolsan energi yang harus mencapai kemampuan nasional dalam
pengelolaan energl.

Yang dimaksud dengan ssas keterpaduan adslah asas dalam
pengelolaan energl veang harus mencapal pengeslolasn ensrgi secara
terpadu antarsektor.

Pazal 3., .
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Pasal 3

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas. ™
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Pemanfastan energi di semua selder sesual dengan keperiuan
berdaserken standar penggunasn energi,
Huruf {
Culcup jelas.
Huruf g
Culaup jelas.
Huruf h
Cukup jelas,
Huruf i
Cukup jelas,

Pasal 4
Culup jelas.

Pazal 5
Cultup jelas.

Pasal 6
Cukup jelaa.

Pasal 7

Ayat (1)
Yang dimaksud nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu
milaifbiaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk
higye lingktngan dan bizya konservesi serta keuntungan yeng
dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan oleh
Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3
Cukup jelas,

Pagal B, ..
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FPasal 8
Cukup jelas,

Paspl 9
Cukup jelas.

Paagl 10
Cukup jelaa,

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pazal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Culup jelas.
Ayat {3)

Huruf &

Yang dimeksud dengan kalangan akademisi adslah pakar
encrgl yang berasal dati pergurven tinggi.

Hurul b -
Yong dimeksud dengan kalangan indusiri edalah prakue
yang berperak <l bidang industri energl.

Huruf e ]
Yang dimaksud dengan kalangen teknologi adalah pakear di
bidang rekayasa teknologi encrgi.

Huguf d :

Yang dimaksud dengan kalangan lingkungan hidup adalah
palear linglungan di bidang energl.

Huwruf e
Yang dimaksud dengan kalangan konsumen adalah
magyarakat pengguna energi.

Ayat (4)

Culcup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat, [©)

Cukup jelas.
Ayat (7]

Culup jelas,

Poaal 14 . . .
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Cukup jelas.

Pa=gl 15

Culcup jelﬁs.

Pasal 16

Cukup jelas,

Pasal 17

Cukup jelas.

Pagal 18

Cukup jelas.

Pagal 19
Avat (1)

Culcup jelas.

Avat (2)

s

%
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Perar. masyarakat dajam ketentuan inj adalah pemberian
masukan berupa gagesan, data, dan/atau informagi secara

tertulis,

Pasal 20
Ayat{1)

Buruf a

Cukup jelas.

Hurmaf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yeng dimaksud dengan nerace energi adalah gmnbamn
kessimbangan antara pasckan berbagai sumber angrgl dan

penggunaan energl dalam periode tertentu.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e-

Culap Jelas.

Ayat (2]

Cukup jelaa.

Ayat (3}

Culup jelas.

Ayat ()

Cukup jelas.

Ayat (5] .. .
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Ayat |5)
Yang dimeksud dengen nilai keekonomian adalah nilai yang
terbentuk dari kescimbangan antara pengelolaan permintagn dan
PENAWBRTET, -
Insentif dapat berupa bamtuan psrmodalan, perpajakan, dan flelal.
Ketnudahan dapat berupa penyederhanasn prosedur perizinan dan
persyaratan pengusahas, .

Pagal 21
Cukup jelas.

Pazal 22
Culkup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas,
Avat (2]
Badan usaha meliput baden usaha milik negera, badan usaha
milik daerah, koperasi, den badan usaha swasta.
Ayat {3 ]
Culaup jelas.
Ayat [4 ]
Cukup jelas,
Ayat (5 )
Cukup jelza.
Ayat (G)
Cukup jelas.
Ayat (7 )
Cukip jelza.

Fagal 24
Ayat {1)
Hunida
Bentuk pemberdaysan masyarakat setempat disesunikan
dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilaysh usaha
uniuk meningkatkan kesejahteraan masysrakat.
Huraf b
Culaap jelas.
Huruf e
Culup jelas.
Hurul d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culaip jelas.

Pasal 25 . .



PRESICEM
REPUSLIK DONES]A

-7

Pasal 25

Ayat (1]

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelaa.

Ayar (3) 1
Yang dimaksud dengan produsen adasleh predusen di dalam
NIESEET L

Ayat (4]

Cukup jelaa.

Ayat (5]

Cukup jelas.

Pasal 26,
Ayat (1)

Hurufa
Cultup jelas.

Huruf b |
Penetapan kebijakan nasional entara lain termasuk
penetapan harga enérgi.

Huruf ¢
Culap jelas.

Huruf d

Cukup jelas.
Ayet (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Culoup jelas.
Ayat (4]
Culcup jelas.

Pasal 27 .
Pembinaan divtemalkan untuk pengembangan sumber daya MENUSIE
dan tekmologi.

Pasal 28 :
Culoup jelas.

Pagal 29
Culup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas,

Pazal 31 ...
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Prsal 31
Cukup jelas.

Pegal 32
Cukup jelas.

Pasgal 33
Cukup jelas.

Paszal 24
Cukup jelas,
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